
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1512, 2019 KPU. Seleksi Anggota KPU Provinsi. KPU 

Kabupaten/Kota. Perubahan. 
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

19 P/HUM/2019 yang amar putusannya menyatakan 

Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan, perlu dilakukan 

perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan 

atas penyelenggaraan seleksi anggota Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, 

perlu melakukan perubahan terhadap beberapa 
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ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG 

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal I 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum: 

a. Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975);  

b. Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116); 

dan 

c. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

(1) KPU membentuk Tim Seleksi dengan ketentuan: 
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a. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk 

melakukan Seleksi calon anggota KPU Provinsi 

pada setiap provinsi; dan 

b. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih 

kabupaten/kota. 

(2) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari 

unsur akademisi, unsur profesional, dan unsur 

tokoh masyarakat yang memiliki integritas. 

(3) KPU membentuk Tim Seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan 

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan. 

(4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat menyertakan unsur anggota 

yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu 

politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, 

jurnalistik, dan psikologi. 

(5) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Pembentukan Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan 

mekanisme:  

a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan 

Tim Seleksi di laman KPU; 

b. KPU meneliti berkas kelengkapan syarat 

administrasi calon anggota Tim Seleksi; 

c. KPU mengumumkan calon anggota Tim Seleksi 

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan 

masyarakat;  
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d. KPU memilih calon anggota Tim Seleksi melalui 

rapat pleno yang dituangkan dalam berita 

acara; 

e. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi 

berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana 

dimaksud pada huruf d dengan Keputusan 

KPU; dan 

f. KPU mengumumkan anggota Tim Seleksi yang 

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 

huruf e pada laman KPU. 

(2) Tahapan pembentukan Tim Seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pengumuman; 

b. pendaftaran; 

c. Penelitian Administrasi; 

d. pengumuman 5 (lima) nama calon anggota Tim 

Seleksi untuk masukan dan tanggapan 

masyarakat; 

e. klarifikasi atas masukan dan tanggapan 

masyarakat; 

f. penetapan 5 (lima) nama anggota Tim Seleksi; 

g. pengumuman anggota Tim Seleksi;  

h. pelantikan Tim Seleksi; dan 

i. pembekalan Tim Seleksi. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat calon 

anggota Tim Seleksi yang tidak memenuhi syarat: 

a. KPU menggantinya dengan calon anggota Tim 

Seleksi yang memenuhi syarat berdasarkan 

hasil Penelitian Administrasi; dan 

b. KPU mengumumkan calon anggota Tim Seleksi 

pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a 

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan 

masyarakat. 

(4) Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran 

tidak ada calon anggota Tim Seleksi yang mendaftar 

atau tidak ada calon anggota Tim Seleksi yang 
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